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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang  Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;



Mengingat

bahwa Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2021 sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum
saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan yang
lebih komprehensif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Semesta Berencana Tahun 2021

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 8);



Menetapkan

16. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 41
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2020 Nomor 41) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BABI :PENDAHULUAN

BABII :EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN
DUA) TAHUN BERKENAAN

BAB Il :KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV :SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABYV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulaj berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan  Peraturan Walikota  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2021

'$ WALIKOTA DENPASAR,

A1 cusTi nGU JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2021

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 43




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang
Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021
merupakan salah satu dokumen PEreéncanaan pembangunan yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2021,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan
Perubahan RKPD Semesta Berencans Kota Denpasar Tahun 2021 telah
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Sehingga penyusunan Perubahan RKPD Tahun
2021 telah memperhatikan réncana program, sasaran, dan pagu indikatif didalam
RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, serta akan menjadi
pedoman dalam rangka Penyusunan/penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Semesta Berencana 2021 ini dapat menjawab Permasalahan-permasalahan yang
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dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk
segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan RKPD Semests Berencana Kota
Denpasar Tahun 2021 ini belum Sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang
telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat
bagi semua pihak.
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DAFTAR ISI

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2021, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan
lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, P€nganggaran, pelaksanaan dan Péngawasan yang
menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-
program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2016 - 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut
serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang
terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 sebagai acuan
Penyusunan Perubahan Rencang Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja
PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat
Daerah;

2. Perubahan RKPD Semests Berencana Tahun 2021 sebagal landasan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk
Menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
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Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD,
perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD
yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk periode berikutnya.
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